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BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG

ETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
P DAN BELANJA DAIERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang: ~ a. bahwa untuk menciptakan tertib adnﬁqisﬁ‘asi
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang,
maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan
secara tertib, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel,
serta transparan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan dan sesual ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pada
huruf a di atas, untuk tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten  Sintang, dan guna
mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran uang pada Satuan Kera Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sintang, serta dalam rangka akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang
perlu untuk adanya pengaturan mengenai Petunjuk
tekhnis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah 2012 Kabupaten Sintang;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Sintang ;

Mengi .
gingat : ], Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Un(lung-Uudung
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Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan  (Lembaran  Negara Repubhik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenpygaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupst, Kolusy, Dan Nepotisine (Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Nepora Repubhik Indonesia Nomor 3851),

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lemabaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3874) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Nepara Repubhik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan  Lembaran Nepgara  Republik Indonesia
Nomor 4 150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Nepara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor 4280},

Undang Undang  Nomor | Tahun 2004  tentang
Perbendahiaraan Nepara (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan Dan Tanggung  Jawab
Keuangan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia - Tahun 2004 Nomor ©o, Tambahan
Lembaran Nepara Repubhk Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 1),

Undang-Undung Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
schagaunana telah diubah  beberapa kah  terakhir
dengan Undung-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republhik
Indonesia Nomor 4544);

10 Undang-undang. .,




10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembartan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Pcerimbangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578},

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Pcnycelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan;
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintal
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintaha
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembars
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Keputusan Presiden
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19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
pedoman Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44 18);

00. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 25);

21, Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Permerintahan Kabupaten Sintang
(Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomorl,TambahanLembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2010
tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menterni
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedomanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapk
Ban PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah
2 adalah Pemerintah Kabupaten Sintang;
' emerint
Ungyy pei?elDaerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah seba
Nggara Pemerintahan Daerah;

3. Kepala Daera’

e
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pacrab adalah Bupati Sintang;
a

paerah adalah Wakil Bupati Sintang;

akilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPRD
n L v perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
h (<

g . perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
gatuant Kfréaerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sintang selaku
pgraﬁg 5 angga_l-an/pengguna barang;
enggult
P Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
Keuang nyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
asuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
ganfliehak dan kewajiban daerah;
enge

[aan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang
Pe“.gelo~ erencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
mfi_lt’;’:;lgungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
pe
dapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
dalah rencand kerja keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten
o tang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
[S(mbupalen Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang terdiri dari
Pjndapatan, Belanja dan Pembiayaan, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Sintang;

Anggaran Peﬂ

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah dacrah yang diakui sebagai
penambah kekayaan bersih;

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih;

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan;

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun  anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;

K

di:ntUmUm Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang

daeru}?kan Olleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah,;

Reken;

dae;;ﬁing Kas mem Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

penerim)’ang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung selurul
an - daerah dan digunakan untuk membayar selurul

penge]
varan daergh pada bank yang ditetapkan;

okUm
SKpp ? :l elaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DP/
Pembyy, aanah dokumen yang memuat pendapatan, belanja ds
pe“ggun Yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran ol
4 anggar an;
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- adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
ggaran maan dan perkiraan arus Kkas keluar untuk mengatur
ggri psp‘fan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan
l' . -

kele;fcsetiﬂp penOdc’
a
da ckuasaan pfgnge.lolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah
Pemegaf‘gal ini Bupat Sintang yang Kkarena jabatannya mempunyai
h ofi menyelenggar akan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah
a . .
ke\gzzaten gintang;
Ka .
pengCIOIa Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

Pejabatke ala satuan kerja pengelola keuangan daerah Kabupaten Sintang
ad 1af1jutnya diseb}lt dengan Kepala SKPKD dalam hal ini Kepala
5 pupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan

ang
)ISPPK};‘ la:rall APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
o

pené® . .
mum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala

U :
?(ih?(r:bupaten Sintang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara

P
DP Daerah;

Umum
garan adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

. a Ang
penggur! elaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

anggaran untuk m
dipimpinnya;

pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yailg pertangung jawab atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
parang milik daerah;

pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
barang milik dacrah sclalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna;

Setoran kerugian Negara/Daerah adalah setoran atas temuan hasil
pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah
terhadap pelaksanaan kerugian SKPD yang menimbulkan kerugian
Negara/Daerah dan harus disetor kembali ke kas Negara/Daerah;

Kewajiban setor adalah setoran atas temuan hasil pemeriksaan Aparat
P_Cngawas Intrenal dan eksternal pemerintah terhadap tidak dipungut dan
disctornya pajak atau kekurangan pembayaran pajak;

K(;Jasa Bepdahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
a alth Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas

K . .
ml;jzsf Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untu
Sanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

¥ a;dpenatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PP
SKpp, alah pejabat yang mclaksanakan fungsi tata usaha keuangan pa

31. Bendahars
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— Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
at pela anit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
P:;;ri suatu program sesual dengan bidang tugasnya;
keg'd enerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk

jahar® menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
eriM® i wabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
Perw{lﬁg‘;PBD pada SKPD dan dibantu oleh pembantu bendahara

bidang tugasnya,

32

P"luq,‘ dengal
’ pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
gendahd™ "l hyimpan, ~ membayarkan, = menatausahakan ~ dan
ngjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
aan .APBD pada SKPD dan dibantu oleh pembantu
dengan bidang tugasnya;

33

mem pelaksan
sesual

. Tidak Tetap/ pegawai honorer adalah Pegawai Daerah yang
pegawa! dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dibebankan dalam
diangkat pendapatan dan Belanja Daerah serta berlaku pada waktu
tuk satu tahun Anggaran,

34.

ertentu yaitu un

ai tidak tetap/ pegawai honorer fungsional adalah pegawai tidak tetap
35. Pega‘”me miliki profesi tertentu yaitu dokter, paramedis, tenaga penyuluh
yan diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan

ru yang
g?tib(;flkaﬂ {ialam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta berlaku

pada waktu tertentu;

Jasa administrasi kantor, jag.a kebersihgn k'antor, jasa tenaga sopir, dan
jasa penjaga kantor adalah jasa yang disediakan oleh perorangan untuk
membantu kelancaran aktilitas perkantoran yang bersifat tidak mengikat
dan berhak mendapatkan upah kerja scbagai imbalan jasa yang
dibebankan dalam anggaran dan belanja daerah serta pada waktu tertentu
yaitu untuk satu tahun anggaran;

36.

37. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola
yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang;

38. Doku.mcn Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
sclanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang
selaku Bendahara Umum Daerah;

39,

‘lj)izli(rlnlgnlzz? gelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya

Pendapatan PPA-SI.(PD,‘ adalah ‘ dokumen yang memuat per_ubahan

pe'akSanaar; belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

Perubahan anggaran oleh pengguna anggaran ;

L A"Kgura
darj pe?]eK?S’ adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumt

etersediaanmaa” dan perkiraan arus kas kgluar untuk mengal

Gala seti U dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegial

4p periode

b

41. Manajemen Ka
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s adalah kemampuan daerah d )
jemen 2 kas bagi setiap SKPD _dalam mengatur jumlah
anﬂJ i dana » altmya BUD h o 1w pu
diad” ' kemampuan keuangan Pemerin Parud daalm
mpe " kebutuhan dana SKPD ; tah emda am
m nu 1

_ediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen

gurat Cnyamkan tersedianya dana untuk melaksang

’ _V“']{:rn;cnerbitan BUTe
das

; kan kegi . i
t Perintah Pembayaran ; cgiatan sebagal

: Pembayaran yang selanjutnya dis;j

crmintaan g y isingkat SPP adalah

43- sura En ang diterbitkan oleh bendahara_ pengeluaran/pejabat yang
dokum ngjawab  atas pelaksanaan  kegiatan untuk mengajukan

bcr:ﬁf:’l Tan pcmbayaran ;
per 3
, permintaan Pembayaran L_Ja'ng Persediaan yang selanjutnya disingkat
" Suraup ~dalah dokumen yang diajukan olfsh bendahara pengeluaran untuk
SPP- . taan uang muka Kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)
erl::u'dak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
yan '
: bayaran Ganti Uang Persedia lan)
permintaarn Pem TS an yang selanjutnya
45. S-uirs;kat SPp-GU adalah dokumen yang diajukan  oleh bendahara
d:;1 seluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak

dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
46, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang
' lanjutnya disingkat SPP-TU adala_th dokumen yang diajukan oleh
pendahara pengeluaran .untuk permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan ;
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-
LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian  kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK ;

47.

48. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan olch pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD

9. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan olech pengguna anggaran/kuasa
g:f{rfl)gguna anggaran untuk pencrbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
kegig taz?ng dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai

h
’ gﬁfﬁﬂk Perintah Membayar Ganti Uang Persediagn yang selanjutnya
angg;:r'al SPM-GU adalah dokumen yang diterb.ltkan oleh pengguna
pengelsn/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebar
Uang pearan. DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk menggant
rsediaan yang telah dibelanjakan ;

51. Surat Perintah.
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_:ah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya

¢ PeriC TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna

j, SU7 at SPY , pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban

5 dis'r,laraﬂ/kuasl'yA-SKPD' karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah

anr%gcluﬂraﬂ Duang persediaan  yang telah ditetapkan sesuai dengan

P pag4
et —

g 1 Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS

at permtamen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa

52- S;aiah d‘::,\;garan untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

na

pf(r;’ggicpada pihak ketl‘ga;
5 |

. _h Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
rat Perm;g digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan

53. Su 5
dasarkan bPMg

umen y
glc(,,l;l BUD ber
enghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar gaji
: . ngan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepac}a Pegawai

dan ‘_um.angerdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan
Negent S1p; ban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi
kreterld d earkam prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan

ger'a beru::; keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan

:::;rinlgetentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Honor/honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (kehormatan) atas
® pelaksanaan tugas tertentu dan atau jabatan yang bersifat bukan gaji

tetap;

56. Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya
'sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan
serta dilakukan diluar jam kerja;

57. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke
tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik
ke dalam maupun ke luar daerah dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang;

38. P;ndidikag dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam

rangka meningkatkan kemampuan (pengetahuan, keterampilan dan sikap)
Pegawai Negeri Sipil;

A, Keuangan Dega

Penyelenggaraan
lermasu k dldala

adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang

ak dan kewn:: mnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
i Kewajiban desa terscbut:
60 Sub u o
sidi 4.1, _ o
Pcmsahaan‘}(ljaldh alokasi ©  anggaran yang diberikan kepada

%Ar hgrgy :“Mbaga tertentu yang bertujuan membantu biaya produksi

masyarakat g:s;aﬁ_mkdusi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau olet

6] Hi !

- Hi

?an/ a a‘:ial_ah bantuan

Ain Jasa yano i

yangii'”pemsagaaf dci:
"4 Spesifik gy

Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, baran
berikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daera
erah, masyarakat dan organisasi kemasyarakats
hditetapkan peruntukannya;

62 Bantuan
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; dalah bantuan Pemerintah Daerah yang bersifat sosial
osial "“Zmlam bentuk uang dan barang kepada keclompok atau

ualt = an L 5 g
Bun:py“ruk‘;arakul dan partai politk;
o1 as
ma
70u

=
=

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ditetapkannya Peraturan Bupali ini adalah untuk dijadikan
Maksu‘f‘ qcuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
(1 SCb"‘galb;.Sumbhcr dari APBD Kabupaten Sintang dan tidak

ng tangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
perten

. ditetapkannya Peraturan ini adalah terwujudnya pengelolaan
(2) Juarlzabupaten Sintang secara tertib, efiktif, efisien, ekonomxs.dan
APBD |, serta transparan, dengan memperhatikan asas keadilan,
:;S}?ZI; dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

kep

BAB 111

AS UMUM DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
AZ

Bagian Pertama
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektil, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat .

(2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4
(1) DCI’]J
Pdaiignaperat:ran Bupati ini di atur mengenai Petunjuk teknis
an  APBD K: : ¥ R . oo
a, Penataysah abupaten Sintang, dengan ruang lingkup meliputi:

aan penerimaan dan pengeluaran.

- pert; :
( “Nggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.

)Ruan

ang | :

inj, Seba;;igku‘) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasa
LamDiran Mana lercantum dalam Lampiran | sampai dengar

crp,suhka l eraturan  ini, yang merupakan bagian yang tida
N darj Peraturan ini. |

BAB 1V ..
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

an yang diatur dalam Peraturan ini mulai berlaku
| 1 April 2012.

nya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang
011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran

an 2 2 . -
(@ 5531%r 8 Tagzs Belanja Daerah Kabupaten Sintang dinyatakan dicabut

dan

BAB V
PENUTUP

Pasal 6
erlaku sejak tanggal diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

perature’’
r sctla_lp'
Ag?aturan ini, dengan

gintang-

Dikeluarkan di Sintang
pada tanggal 20 Februari 2012

{ m\m:rjﬁme, ~

rd
¢ MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 PEBRUARI 2012

( SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN SINTANG, {

ZULKIFLI HAJ] AHMAD

BERIT.
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